Lampiran Huruf F Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026
SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN DAN/ATAU UPAYA HUKUM LAINNYA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
nama	: .................................................. (1)
NPWP	: .................................................. (2)
jabatan	: .................................................. (3)
alamat	: .................................................. (4)
nomor telepon	: .................................................. (5)
bertindak selaku	: 
☐  Wajib Pajak          ☐  Wakil          ☐  Kuasa
dari Wajib Pajak
nama	: .................................................. (6)
NPWP	: .................................................. (7)
alamat	: .................................................. (8)
atas objek pajak*):
NOP	: .................................................. (9)
alamat	: .................................................. (10)
dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang saya ajukan atas SKP/STP/SKP PBB/STP PBB**),
	Nomor SKP dan/atau STP
	Tanggal SKP dan/atau Tanggal STP
	Jenis Pajak
	Masa atau Tahun Pajak

	….(11)….
	….(12)….
	….(13)….
	….(14)….


saya tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai kelengkapan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Yang membuat pernyataan,
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa***)
	Meterai


.................................................. (15)
Keterangan:
1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai;
2. *) Diisi dalam hal permohonan pengurangan denda administratif PBB.
3. **) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
4. ***) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai dan dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh Kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.


PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN DAN/ATAU UPAYA HUKUM LAINNYA

	Nomor (1)
	Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.

	Nomor (2)
	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.

	Nomor (3)
	Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa yang menandatangani surat permohonan, dalam hal pernyataan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (3) tidak perlu diisi.

	Nomor (4)
	Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.

	Nomor (5)
	Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.

	Nomor (6)
	Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat pernyataan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.

	Nomor (7)
	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat pernyataan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.

	Nomor (8)
	Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat pernyataan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.

	Nomor (9)
	Diisi dengan nomor objek pajak, dalam hal PBB.

	Nomor (10)
	Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal PBB.

	Nomor (11)
	Diisi dengan nomor SKP dan/atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

	Nomor (12)
	Diisi dengan tanggal terbit SKP dan/atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

	Nomor (13)
	Diisi dengan jenis pajak yang tercantum dalam SKP dan/atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

	Nomor (14)
	Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak SKP dan/atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

	Nomor (15)
	Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.


